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S E R A N G  ( I M )  - 
Pemprov Banten akan me-
ngoptimalkan pemanfaatan 
aset di antaranya aset hibah 
Kementerian Keuangan 
di Provinsi Banten guna 
kepentingan publik, sebagai 
upaya dalam meningkatkan 
pelayanan publik kepada 
masyarakat.

“Kita mengkomunika-
sikan terkait aset dari Ke-
menterian Keuangan (Ke-
menkeu) khususnya dari eks 
BLBI yang Provinsi Banten 
akan memanfaatkannya 
untuk kepentingan publik,” 
kata Penjabat Gubernur 
Banten, Al Muktabar usai 
audiensi pemantapan aset 
hibah Pemerintah Pusat cq 
DJKN Kemenkeu kepada 
Pemerintah Provinsi Banten 

bersama Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Rionald 
Silaban didampingi Kepala 
Kanwil DJKN Banten Nu-
ning Sri Rejeki  Wulandari di 
Kantor DJKN Kemenkeu, di 
Jakarta, Selasa.

Dikatakan Al Muktabar, 
Pemprov Banten mendapat-
kan hibah dari Kemenkeu 
cq DJKN sekitar 4,4 hektar 
yang berada di Kabupaten 
Tangerang.

“Saat ini 4,4 hektar dan 
tadi juga disampaikan ada 
yang 7 hektar serta 17 hektar, 
dan itu masih proses untuk di 
tahap berikutnya. Tapi yang 
4,4 itu sudah bisa diterima 
oleh kita,” katanya.

Al Muktabar menegas-
kan, hibah aset tersebut akan 
dimanfaatkan untuk mening-

katkan pelayanan publik, dan 
bila memungkinkan dapat 
dioptimalkan guna memberi-
kan nilai tambah baik kepada 
masyarakat maupun pemerin-
tah daerah.

Sementara ,  Direktur 
Transformasi dan Sistem 
Informasi DJKN Kemen-
terian Keuangan, Edward 
Nainggolan menyampaikan, 
pihaknya akan menindaklan-
juti terkait proses penyerahan 
hibah berupa aset bidang ta-
nah kepada Pemprov Banten.

“Kita akan segera tindak-
lanjuti dan tinggal kita buat-
kan akta hibah ke Pemprov 
Banten secepatnya, agar nanti 
Pj Gubernur dan jajarannya 
dapat mengembangkannya 
untuk kepen tingan masyara-
kat,” katanya.

han dan itu lebih luas dari 
yang diajukan sebelum-
nya,” kata Rina.

Rina  mengatakan , 
hibah aset yang telah 
disetujui tersebut terdi-
ri dari 15 bidang SHM 
yang berada di Kecamatan 
Pasar Kemis, Kabupaten 
Tangerang.

Lokasinya berada di 
Desa Sukamantri, Keca-
matan Pasar Kemis, Ka-
bupaten Tangerang, terdiri 
dari 15 bidang SHM de ngan 
total luas 44.850 meter per-
segi,.

“Dan 2 lokasi lagi yang 
akan dihibahkan itu akan 
kita tinjau dan kebetulan 
lokasinya sama di Keca-
matan Pasar Kemis,” kata 
Rina. pra

Selanjutnya,  Edward 
menjelaskan terkait peruntu-
kan dari aset hibah tersebut 
diserahkan kembali kepada 
Pemprov Banten untuk dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Intinya DJKN Kemen-
terian Keuangan mendukung 
pembangunan di Provinsi 
Banten,” katanya.

Kepala Badan Penge-
lolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Provinsi 
Banten, Rina Dewiyanti men-
gatakan, komite aset DJKN 
Kemenkeu telah menyetujui 
permohonan hibah yang di-
ajukan oleh Pemprov Banten.

“Awalnya ada 3 bidang 
tanah yang diajukan, namun 
dari 3 bidang tanah itu hanya 
1 yang disetujui. Akan tetapi 
tadi disampaikan ada tamba-
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TA N G S E L  ( I M )  - 
Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan di Provinsi Banten 
membangun turap Kali Ciater 
Hilir segmen Laverde - Ser-
pong Park setinggi 4,2 meter 
sebagai upaya mengatasi ban-
jir di wilayah tersebut.

“Insyaallah bisa selesai 

sesuai target dan ini sudah 
mulai sejak bulan kemarin. 
Saya telah memastikan pelak-
sanaan pembangunan berjalan 
sesuai dengan rencana dan 
target, agar penanganan banjir 
di saat cuaca ekstrem bisa ter-
tangani,” kata Wakil Wali Kota 
Tangerang Selatan, Pilar Saga 

Antisipasi Banjir, Pemkot Tangsel Bangun
Turap Kali Ciater Hilir Setinggi 4,2 Meter

Ichsan dalam keterangannya 
di Tangerang, Rabu (2/8).

Menurut dia, turap beton 
Kali Ciater dibangun dengan 
ketinggian 4,2 meter dan 
panjang 2.100 meter. Nanti-
nya air akan mengalir hingga 
Kali Angke.

Kemudian, agar dapat 
dilewati debit air lebih besar 
maka lebar turap pun diper-
besar hingga empat meter 
sehingga tak ada sumbatan 
saat ada aliran besar. “Semoga 
ini jadi solusi dalam upaya 
penanganan banjir,” katanya.

Menurutnya, penanganan 
banjir di Tangerang Selatan 
dalam beberapa tahun terakhir 
ini bisa ditangani dengan baik. 
Ia meyakini dengan pemba-
ngunan prasarana penanganan 
banjir ini, akan berdampak ter-

hadap pengurangan titik banjir 
di Tangerang Selatan.

“Kita bisa menangani 
banjir dalam dua tahun ter-
akhir. Di Maharta sudah surut 
dan tidak ada banjir, tadinya 
kan langganan banjir, seka-
rang sudah tertangani. Lalu, 
Puri Bintaro Indah, ini jadi 
bukti kita dalam penanganan 
banjir dan kita sempurnakan 
titik banjir dengan membuat 
drainase dan turap,” katanya.

Ia berharap seluruh lapisan 
masyarakat dapat terus men-
dukung revitalisasi sungai dan 
pembangunan turap ini dan 
dapat menjaga lingkungan agar 
dijauhkan dari banjir.

“Kita sudah ada tujuh lo-
kasi turap, jadi saya minta se-
luruh masyarakat harap terus 
mendukung pembangunan 

ESKAVASI FOSIL GADING GAJAH PURBA DI SANGIRAN
Tim Penyelamatan Museum Purbakala dan Cagar Budaya Sangiran mengangkat fosil gading gajah purba yang  ditemukan 
di Desa Ngebung, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/8). Fosil yang memiliki panjang 3,25 meter, diperkirakan 
berusia 800 ribu tahun itu ditemukan warga setempat dan selanjutnya dieskavasi untuk dilakukan penelitian.

Penanganan banjir di Tangerang 
 Selatan dalam beberapa tahun terakhir 
bisa ditangani dengan baik. Dengan 
pembangunan prasarana, penanganan 
banjir ini akan berdampak terhadap 
pengurangan titik banjir di Tangerang 
Selatan, kata Wakil Wali Kota 
Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan.

ini, dan mari bersama kita jaga 
dan rawat lingkungan tetap 
bersih dan asri,” kata dia.

Ketua RW 016 Peruma-
han Laverde, M. Soleh Akib 
mengapresiasi langkah Pem-
kot Tangsel yang merealisasi-
kan usulan mengenai peleba-
ran dan pembangunan turap.

Menurut dia, pada Januari 
2020 banjir mencapai keting-
gian 1,6 meter di Laverde. 
Sehingga Serpong Park dan 
Graha Mas benar-benar teng-
gelam. Kemudian 2021 ada 
banjir tapi tidak sebesar tahun 
sebelumnya.

“Kami bersyukur dan 
berterima kasih usulan itu 
kemudian direalisasikan. Hal 
itu menjadi penting, agar 
peristiwa banjir tidak kembali 
terjadi,” katanya. pp

PANDEGLANG (IM) 
- Memasuki tahun 2023,  jum-
lah warga miskin di enam 
kecamatan di Kabupaten 
Pandeglang turun 2.663 KK. 
Hal ini diketahui usai seluruh 
desa di Pandeglang menggelar 
musyawarah untuk mendata 
keluarga penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS).  

Bupa t i  Pandeg l ang 
Irna Narulita sebelumnya 
telah menerbitkan Surat 
Edaran (SE) Nomor :460/ 
2611-DINSOs/2023 ke-
pada seluruh camat dan 
kepala desa untuk melaku-
kan verifikasi dan validasi 
data Pensasaran Percepatan 
Penghapusan Kemiskinan 
Ekstrem (P3KE).

“Penurunan itu diketahui 
berdasarkan hasil rekapitulasi 
musyawarah desa atau kelura-
han data PMKS. Yang dilaku-
kan di enam kecamatan,” kata 
Plt Kepala Dinas Sosial Ka-
bupaten Pandeglang, Nuriah, 
Rabu (2/8).

Nuriah menjelaskan, 
enam kecamatan yang su-
dah menggelar Musdes ya-
itu di Kecamatan Cadasari, 
Koroncong, Majasari, Ka-
rangtanjung , Pandeglang 
dan Kecamatan Kaduhejo. 
Sementara sisanya 29 keca-
matan menyusul.

“Sesuai SE Bupati, waktu 
pelaksanaan Musdes digelar 
dari tanggal 31 Juli sampai 
dengan 22 Agustus. Dengan 
target per hari sebanyak tiga 
kecamatan,” katanya.

Dari hasil enam ke-
camatan yang melakukan 
verifi kasi dan validasi data 
P3KE diketahui jumlah war-
ga miskin turun sebanyak 

2.663 KK.
“Masuk kategori kelu-

arga Desil I (rumah tangga 
yang masuk dalam kelom-
pok 1-10 persen dan meru-
pakan tingkat paling rendah 
kesejahteraannya secara na-
sional). Lalu  Desil II (rumah 
tangga yang masuk dalam 
kelompok 11-20 persen 
terendah tingkat kesejahte-
raannya secara nasional) dan 
Desil 3 (rumah tangga yang 
masuk dalam kelompok 21-
30 persen terendah tingkat 
kesejahteraannya secara na-
sional),” katanya.

Nuriah menjelaskan, ber-
dasarkan hasil rekapitulasi di 
enam kecamatan angka penu-
runan terlihat pada kelompok 
Desil I yang sebelumnya se-
banyak 3.322 menjadi 2.851. 
Lalu, Desil II dari sebelumnya 
4.742 menjadi 3.948 PMKS 
dan Desil III dari sebelumnya 
5.882 menjadi 4.484.

“Total warga miskin di 
enam kecamatan sebelum 
verifikasi dan validasi se-
banyak 13.946. Dan setelah 
verifi kasi dan validasi men-
galami penurunan menjadi 
11.283, atau warga miskin 
mengalami penurunan se-
banyak 2.663 KK,” katanya.

Data awal jumlah warga 
miskin masuk kategori De-
sil 1 sebanyak 105, Desil 
II sebanyak 312 dan Desil 
III sebanyak 502 Total data 
awal sebanyak 919. “Na-
mun setelah diverifi kasi dan 
validasi Desil 1 menjadi 87, 
Desil II menjadi 238, dan 
Desil III menjadi 395. Total 
setelah verifi kasi dan validasi 
turun dari 919 menjadi 720,” 
katanya. pra

Warga Miskin di 
Pandeglang Turun 2.663 KK

Belasan Bacaleg Psikopat Lolos
Jadi Peserta Pemilu 2024

SERANG (IM) - Be-
lasan bakal calon legislatif  
(Bacaleg) di Kota Serang 
yang pernah dinyatakan 
psikopat lolos jadi peserta 
Pemilu 2024.

Diketahui, bahwa dalam 
ver i f ikas i  adminis t ras i 
pendaftaran bacaleg, KPU 
menemukan calon peserta 
Pemilu mengidap psikopat 
ringan dan berat.

Dalam temuannya, KPU 
mendata lebih dari 10 bacaleg 
DPRD Kota Serang yang 
dinyatakan psikopat, baik dari 
petahana maupun caleg baru.

Namun saat ini, mereka 
dinyatakan lolos jadi peserta 
Pemilu setelah belasan ba-
caleg melakukan tes ulang 
kesehatan pada tahapan per-
baikan yang telah ditentukan 
KPU Kota Serang.

Komisioner KPU Kota 
Serang, M. Fahmi Musyafa 
mengatakan, bacaleg yang 
pernah dinyatakan psikopat 
telah memperbaiki doku-
mennya melalui tes ulang 

kesehatan.
“Termasuk psikopat 

sudah diperbaiki karena 
mereka melakukan tes lagi,” 
katanya, Rabu (2/8).

Ia menerangkan, dari 
tahapan menuju peneta-
pan daftar calon sementara 
(DCS), terdapat 124 bacaleg 
yang tidak memenuhi syarat 
akibat tidak melengkapi do-
kumen pada silon.

 “Hasil verifi kasi perbai-
kan bagi bakal calon DPRD 
Kota Serang sebanyak 565 
memenuhi syarat, 124 tidak 
memenuhi syarat. Total ada 
689 (balon DPRD Kota 
Serang),” terangnya.

Menurutnya, pengumu-
man DCS ke publik akan 
dilakukan pada 19 Agustus 
2023. Saat ini pihaknya telah 
membuat berita acara untuk 
penetapannya.

“4 Agustus menyerahkan 
salinan DCS kepada parpol 
dan Bawaslu. 19 Agustus 
akan mengumumkan DCS 
ke publik,” paparnya. pra

Loka POM Tangerang Pantau Langsung
Penarikan 12 Produk Obat dan Kosmetik

TANGERANG (IM) 
- Loka Pengawasan Obat 
dan Makanan (POM) Ka-
bupaten Tangerang, Provinsi 
Banten memantau penari-
kan 12 produk obat tradi-
sional dan kosmetik yang 
dicabut izin edarnya karena 
tidak memenuhi standar 
keamanan.

Kepala Loka POM Ka-
bupaten Tangerang, Sony 
Mughofir di Tangerang, 
Rabu (2/8), menyampaikan 
bahwa produsen obat tradi-
sional dan kosmetik yang 
izin edar produknya dicabut 
oleh Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) su-
dah diminta untuk menarik 
produk mereka dari pasaran.

“Sebelumnya memang 
ke-12 produk itu sudah pu-
nya izin. Namun, ternyata 
pelaku usaha itu diketahui 
berdasarkan hasil sampling 
dari Badan POM bebe-
rapa di antaranya itu tidak 
memenuhi standar keama-
nan, makanya mengambil 
keputusan produk-produk 
yang dianggap membaha-
yakan kesehatan kita tarik,” 
katanya.

“Produsen juga punya 
kewajiban untuk melakukan 
penarikan,” katanya.

Produk obat tradisio-
nal yang harus ditarik dari 
peredaran karena dinilai 
tidak memenuhi standar 
keamanan yakni obat pegal 
linu Husada Cap Tawon 

Klenceng, obat pegal linu 
cap Akar Daun, Sirandi 
(botol kaca), Sirandi (botol 
plastik), Liu Shen Shui (obat 
sakit perut), cairan obat sakit 
perut Kupu Cair Chi Chung 
Shui, dan jamu New Tay Pin 
San untuk sakit perut dan 
kembung.

Selain itu, produk suple-
men Feroglobin Kid Drops 
ser ta produk kosmetik 
Casandra Glam Nude Lip-
cream 2, Casandra Lipstick 
Colorfi x (No.6), La Widya 
Curcumin Day Cream, dan 
Biogold Night Cream juga 
dicabut izin edarnya dan 
harus ditarik dari peredaran.

Produk-produk terse-
but dinilai mengandung 
bahan berbahaya dan kadar 
cemaran melampaui batas 
sehingga bisa menimbulkan 
masalah kesehatan. 

Sony menyampaikan, 
pengawasan penar ikan 
produk obat tradisional, 
suplemen, dan kosmetik 
yang dicabut izin edarnya 
akan dilakukan selama be-
berapa pekan sampai produk 
yang bersangkutan tidak lagi 
beredar di pasaran.

Ia mengatakan bahwa 
petugas pengawas obat dan 
makanan akan menyita dan 
memusnahkan produk obat 
maupun kosmetik yang 
sudah dicabut izin edar-
nya apabila masih mene-
mukan produk tersebut di 
pasaran. pp

Kantor Pusat :
Jl. Cideng Timur Raya No.12A
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130
Phone: +62 21 63852596 / +62 21 63852574  

  

 

 

 

Kas dan bank 66.935.792 21.963.044

Piutang lain–lain – bersih – –

Utang lain-lain - pihak berelasi 15.200.309.055 14.781.353.905
Beban masih harus dibayar 905.445.101 1.082.405.100
Utang pajak 540.072.698 538.026.434

Provisi liabilitas lingkungan 544.175.530 544.175.530

 

Modal saham - nilai nominal Rp 250 
 per saham seri A  dan Rp 125 per saham seri B
Modal dasar - 19.703.000.000 saham seri A dan  
 594.000.000 saham seri B
Modal ditempatkan dan disetor - 5.097.621.090  
 saham seri A dan  8.400.000 saham seri B 1.275.455.272.500 1.275.455.272.500
Komponen ekuitas lainnya (60.966.486.729) (60.966.486.729)

 Ditentukan penggunaannya 100.000.000 100.000.000
 Belum ditentukan penggunaannya (1.241.048.694.241) (1.240.847.246.214)
Efek translasi mata uang asing 9.401.224.571 9.401.224.571

 

Kepentingan non-pengendali (64.382.693) (66.762.053)

Beban umum dan administrasi (198.535.532) (112.707.300) 
Penghasilan bunga 21.082 15.777 
Pendapatan (beban) lain–lain – bersih (554.217) 813.740

Efek translasi mata uang asing – (816.896)
 

 
 

 Pemilik entitas induk (201.448.027) (111.877.783)
 Kepentingan non–pengendali 2.379.360 –

 

 Pemilik entitas induk (201.448.027) (112.694.679)
 Kepentingan non–pengendali 2.379.360 –

I

Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya (354.753.484) (38.981.155)

Penerimaan bunga 21.082 15.777

 

 
   

Penerimaan dari pihak berelasi 399.705.150 –

 

Jakarta, 3 Agustus 2023
S.E. & O.
Direksi

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik.


